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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk
bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi
terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal
pembangunan, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di
Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dan sering
dihadapkan pada kondisi dilematis ‘antara pemanfaatan optimal dengan
kerugian lingkungan dan sosial .*

Kerugian” lingkungan dan sosial yang dimaksud Seperti terjadinya
degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi
permukaan, meningkatnyaerosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan
sejumlah kerusakan lingkungan lainnya, MeskKipun dianggap termasuk
sebagai pemicu peristiwa degradasi lingkungan, ancaman yang paling serius
dari mereka ternyata adalah adanya pencemaran merkuri. Pencemaran ini
terjadi sebagai akibat para penambang (dalam hal ini adalah penambang emas
primer) tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari
material pembawanya.

Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan

kemudian mencemari air tanah dan sungai. lalu terdapat katagori emas yang

1 Salim Hs, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010, hal. 15
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selama ini diburu oleh masyarakat penambang ialah Emas Primer, yaitu emas
yang keberadaannya bersamaan mineral logam lainnya, seringkali dicirikan
dengan adanya sejumlah urat-urat kuarsa. Kuarsa sendiri adalah salah satu
mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki
struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi
(silikon dioksida, SiO2), dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas 2,65
g/cmd. Bentuk umum kuarsa adalah prisma segienam yang memiliki ujung
piramida segienam. Secara keseluruhan semua itu terbentuk sebagai hasil
akhir dari aktivitas vulkanik: “Selanjutnya Emas sekunder, yaitu yang
umumnya terdapat pada dataran sungai baik.yang purba maupun masa Kini
(Recent). Keterdapatan emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi
melalui media air.

Kemudian mengenai kegiatan/usaha penambangan emas secara ilegal
atau tanpa izin selain merugikan lingkungan juga merugikan kepentingan
umum bangsa dan negara perbuatan tersebut dapat di jerat dengan sanksi
pidana yang sebagai mana-diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Emas, Mineral dan
Batu Bara yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR

atau ITUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),

Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak
menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
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termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan
melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu
dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi Praktik kegiatan penambangan
pelakunya tidak memiliki izin, maka kegiatan tersebut merupakan suatu
tindak pidana yang di dasarkan pada Pasal 158 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Emas, Mineral dan
Batu Bara.?

Selanjutnya Berdasarkan data yang telah di publikasi melalui
Kabareskrim Mabes Polri padaSitus Tribrata.News® yang mencatat dalam
kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada.tahun 2019 sampai tahun 2021
terdapat 1.257 kasus Pidana Penambangan Emas Megal di Indonesia yang di
laporkan masing masing jajaran Kepolisian Daerah, dari jumlah 1.257 kasus
Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal tersebut adapun 19 kasus
diantaranya terdapat di Provinsi Jambi yaitu di Kabupaten Bungo.

Kabupaten“Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi.
Kabupaten ini berasal dari. hasil ‘pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada
tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten
ini memiliki kekayaan alam yang melimpah diantaranya sektor perkebunan
yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang

oleh emas dan batu bara.*

2 Sutedi, Adrian, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24

3 http://www. Kabareskrim-Mabes-Polri-Tribrata.News.com/diakses pada tanggal 08
September 2022 Pukul 19.25 WIB

4 http://www.kabupatenbungo.com/diakses pada tanggal 08 September 2022 Pukul
20.10 WIB
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Fenomena tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten
Bungo merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus
kasus lain nya mengingat dampak dari penambangan emas ilegal tentunya
sangat merugikan negara, masyarakat, rusaknya lingkungan, dan dapat
menyebabkan si penambang tersebut tewas akibat tertimbun galiannya
sendiri, untuk itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan
naiknya angka penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin salah satunya
melakukan upaya penanggulangan terpadu agar Praktik kegiatan
penambangan emas ilegal tersebut dapat di tekan, akan tetapi penulis
berpendapat upaya tersebut dinilai tidak berjalan dengan baik apabila tidak
melibatkan masyarakat setempat dalam ‘penanggulangannya selain
Kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah- yang menarik perhatian
penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan
karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian
tertarik untuk mengkajidan-meninjau dengan judul: Tindak Pidana
Penambangan Emas llegal Dan Upaya Penanggulangannya Di
Kabupaten Bungo
Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis

memilih rumusan masalah sebagai berikut :



1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana

Penambangan Emas llegal Di Kabupaten Bungo ?

2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan terjadinya Tindak Pidana

Penambangan Emas llegal Di Kabupaten Bungo ?

Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya Tindak
Pidana Penambangan Emas llegal Di Kabupaten Bungo.
Untuk mengetahui dan memahami Upaya Penanggulangan terjadinya

Tindak PidanaPenambangan Emas llegal Di Kabupaten Bungo.

2. Tujuan Penulisan

a.

Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
Secara_praktis dapat memperfuas wawasan penulis, dalam bidang
kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penambangan Emas llegal
Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Bungo.

Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di
harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran
(kontribusi) mengenai Tindak Pidana Penambangan Emas llegal Dan

Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Bungo.

Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi

logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti

memberikan batasan istilah sebagai berikut :



1. Tindak Pidana
Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah

strafbaarfeit diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara
ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka
menterjemahkan istilah strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia berbeda-
beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut Wirdjono
Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek
tindak pidana”.®

2. Penambangan Emas

Pertambangan-menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
proses, cara, perbuatan menambang.® Pertambangan adalah salah satu
jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang
lainnya dart dalam bumi (kegiatant mengeluarkan sumber daya alam dari
dalam bumi). sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan
material yang dapat diektraksi dari dalam bumi dan Tambang adalah
tempat terjadinya kegiatan penambangan. Sedangkan Emas menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang tambang yang
termasuk logam mulia (berwarna kuning) dan dibuat berbagai perhiasan;
sesuatu yang berharga; sesuatu yang tinggi mutunya, bernilai; uang, harta

duniawi.”

> P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
2012, hal. 54

6 Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, hal. 734

7 Ibid, hal. 247



3.

5.

llegal

llegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-
undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan legal adalah
sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.®
Upaya Penanggulangannya

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya
mencapai kesejahteraan (Social Welfare). Menurut A. Qirom Samsudin M
dalam kaitannya untuk menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah
Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam
arti sempit.? Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi Moralistik
yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral
seseorang agar dapat terhindar dari nafsu, Abalionalistik yaitu berusaha
mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor
yang terkenal. sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya
memperbaiki  ekonomi.__(pengangguran, kelaparan, mempertinggi
peradaban, dan lain-lain).%°

Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada

8 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika

Aditama, Bandung, 2012, hal. 80

® Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta,

2015, hal. 22

19 1bid, hal. 23



tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan.
Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah diantaranya sektor
perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor
pertambangan ditopang oleh batu bara.*

Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang
pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-
dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam
Karya ilmiah ini penulis menceba mengadakan analisis ilmiah menggunakan
teori Upaya Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention Effort ) sebagai
berikut:

Menurut Wina Sanjaya, “Upaya adalah segala aktivitas untuk
meningkatkan kemampuan- yang telah dimiliki' maupun meningkatkan
kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun
keterampilan.’> “Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah “suatu
kemampuan seseorang dalam.mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan,
atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang
pernah diterimanya.”*® Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh Benjamin

S. Bloom “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami

11 http://www.kabupatenbungo.com/diakses pada tanggal 08 September 2022 Pukul
20.10 WIB

12 Sanjaya, Wina, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

13 Arif S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan
Pemanfaatannya, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133


http://www.kabupatenbungo.com/diakses

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain,
memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari
berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia
dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang
hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak
yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan,
pengadilan, aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses
pemberian dimana badan-badan«ini masing-masing mempunyai peranannya
dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan
serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun
badan yang ' langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam
pencegahan ini adalah kepolisian.'* Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat
upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

a. Penerapan hukum pidana (criminal faw application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on
crime and punisment/mass media).!®

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar
dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur
non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan

kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk

14 Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Op Cit, hal. 39
15 1bid, hal.40



terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor
kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara
lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara
langsung.'®

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah
kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau
strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulagi/mencegah
kejahatan melalui penegakan hukum pidana,.yang rasional yaitu memenuhi
rasa keadilan dan daya guna.!’

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku Kejahatan, berupa sarana
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau
menanggulangi kejahatan;-berarti-akan dilaksanakan politik hukum pidana,
yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

18 1bid, hal.41
17 Ibid, hal.42
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sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat
diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana
merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian
dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai ke sejahteraan
masyarakat (social welfare), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan
akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik.kriminal pada hakekatnya juga
merupakan bagian integral dari politik sosial.

Dengan' demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara
refresif melalui upaya penal/criminal law application, dapat pula melalui
sarana non penal/Prevention without Punishment. Melalui sarana non penal
ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan
dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam
upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “Extra Legal System” atau
“Informal And Traditional System” yang ada dalam masyarakat.'®

Ada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan

mengggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

18 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta.
2012, hal. 68

19 1bid, hal. 69
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1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si

pelanggar.?°

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat
dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan
sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-
masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Policy Oriented Appoarch).
Pendekatan kebijakan”yang integral inistidak hanya dalambidang hukum
pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.?!

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam
symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980
di Semarang. Dalam salah-satu laperannya dinyatakan antara lain sebagai
berikut :

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan
haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa
Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan
nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh
masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat™.??

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu

memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

20 1bid, hal. 70
2 Ibid, hal. 71
22 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2014, hal. 131
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1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat
karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban
atau dapat mendatangkan korban.

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang
akan dicapai, artinya Cost pembuatan undang-undang, pengawasan
dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban,
pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib
hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang
tidak seimbang atau nyatanyata tidak dapat diemban oleh
kemampuan yang dimilikinya.

4. Apakah perbuatan” itu “menghambat atau menghalangi cita-cita
bangsa, _sehingga me rupakan_ bahaya bagi keseluruhan

masyarakat.>

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang
rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak
lain daripada penerapan metodemetode yang rasional (a rational total of the
responses tocrime), dan suatu kebijakan ~yang rasional merupakan
pengejawantawan dari “nilai-nilai. yang senantiasa berlaku dan atau
berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu
menggambarkan suasana ruh ma syarakatnya.*

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial

(Social Policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat

2 |bid, hal. 132
2% |bid, hal. 133
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(Social Welfare Policy) dankebijakan perlindungan masyarakat (Social
Defence Policy), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan
menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian
dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (Criminal Policy).%

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan
pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal
dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan
penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (Criminal Law
Application) dan kebijakan non.penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi
secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels,
yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application).

2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment)

3. Mempengaruhi —pandangan- masyarakat” tentang kejahatan dan
Pemidanaan melalui media masa (Influencing Views Of Society On
Crimeand Punishment / Mass Media).?®

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis
besardapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal
(hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana).

Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir

(2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.?’

%5 Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 38

% |bid, hal. 39
27 bid, hal. 40
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Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa
penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum
pidana (penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek), artinya hukum
pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang
berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan
demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat
ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.?®

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan
yang didahulu dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut
Sudarto,bahwa secara kasar dapat dibedakan.bahwa: “Upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat Repressive
(penindasan/ | pemberantasan/ penumpasan)  sesudah kejahatan terjadi
sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif
(pencagahan/ | penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi,
sehingga dapat “dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada

hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.?®

Metode Penelitian
Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan
secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku,

logis dan sistematis, yaitu:

28 |bid, hal. 41
29 Sudarto, Op Cit, hal. 152
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1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis,*® yaitu mengkaji
dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber
daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta
ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan
lain yang terkait dengan Tindak Pidana Penambangan Emas llegal Dan Upaya
Penanggulangannya Di Kabupaten Bungo.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ‘ini penulis gunakan model pendekatan
penelitian Empiris,®! suatu pendekatan penelitian” hukum yang bertujuan
untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah
masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan
Socio-Legal Research® yaitu melihat Tindak Pidana Penambangan Emas
Ilegal Dan Upaya Penanggulangannya Di-Kabupaten Bungo.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan
untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan

skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2015, hal. 36

31 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2016, hal. 72

32 |bid, hal. 80
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1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pembahasan skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada
hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan
menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Tehnik penelitian -dengan metode observasi maupun studi dokumen

penelitian. Sasaran utama dalam teknik ‘penelitian ini adalah untuk

melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana penambangan emas. Cara
yang digunakan dalam-penelitian fapangan ini adalah mengumpulkan
data tentang Tindak Pidana Penambangan Emas llegal Dan Upaya

Penanggulangannya Di Kabupaten Bungo dan wawancara dengan pihak

yang terkait dengan permasalahan-ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data
Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang
subtansi materi antara lain:
a. Tehnik Studi dokumen berkaitan dengan materi.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.
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5. Tehnik Penentuan Sample

Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi Purposive Sampling,
yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih
dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang
berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan
dengan materi yang diteliti yaitu:
a. Kasat Reskrim Polres Bungo.
b. Pelaku Penambangan Emas llegal (2 orang).

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data_primer maupun data sekunder
yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian
tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang
didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-
peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang
obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penambangan Emas llegal Dan
Upaya Penanggulangannya.Di Kabupaten Bungo.
Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam
5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub
bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan

yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab
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permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka
konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup
dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini
dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan
bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Il disajikan Tinjauan Umum Tentang
Pemidanaan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian perbuatan pidana,
unsur-unsur pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, pertanggung jawaban
pidana.

Kemudian Pada Bab |11 disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak
Pidana Penambangan Emas llegal yang terdiri darispengertian tindak pidana,
pertambangan emas ilegal, dan sanksi pidana penambangan emas ilegal.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait
dengan Tindak Pidana Penambangan Emas llegal Dan Upaya
Penanggulangannya Di Kabupaten Bungo antara lain yaitu Faktor penyebab
terjadinya tindak pidana“penambangan emas ilegal Di Kabupaten Bungo,
upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penambangan emas ilegal Di
Kabupaten Bungo.

Pada Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan

dan beberapa saran.
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